
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATENTEMANGGUNG 

TAHUN 2007 NOMOR 12 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 12 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2005 

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATENTEMANGGUNG 

imbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATITEMANGGUNG 

: a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Temanggung 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Dae rah Kabupaten 
Temanggung perlu disesuaikan; 
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Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daera·h Kabupaten Temanggung 
Nomor 4 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang 
Protokol (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembarar 
Negara Republik Indonesia Nomor 3363); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ten 
tentang Keuangan Negara Tambahan Lembarar 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarcr 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 ten 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyaw 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, D 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan R 
Daerah (Lembaran Negara Republik Ind 
tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lemh-­
Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomclf 
Tambahan Lembaran Negara Republik lncfor:, Jl!llllll 
Nomor4355); 

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 
Pembentukan Peraturan Perundang-urvt::.-• 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang­
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4438); 

10. Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 1990 tentang 
Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata T em pat, 
Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran 
Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 

11. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repu 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diu 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerin 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudu 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lemb 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor47). 

12. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Te 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 • 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4417); 

13. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4578). 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan. 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupat 
Temanggung Tahun 2005 Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
6 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 
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etapkan 

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 
Nomor6). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATENTEMANGGUNG 

dan 
BUPATI TEMANGGUNG 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 
TAHUN 2005 TENT ANG KEDUDUKAN 
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

Pasal 1 

apa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
r 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

·nan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 
ggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 

4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
aten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang 
ukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
paten Temanggung Tahun 2006 Nomor 6) diubah sebagai berikut: 

tentuan Pasal I angka 20a dan angka 20b diubah sehingga 
.::erbunyi sebagai berikut: 
20a. Tunjangan Komunikasi lntensif adalah uang yang diberikan 

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam 
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rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota 
DPRD 

20b. Belanja Penunjang Operasional Pir'npinan adalah dana yang 
dis~diakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang 
kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, 
pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan 
tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. 

2. Ketentuan Pasal 10A ayat (2) dihapus sehingga pasal 10A berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 10A 

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa 
Tunjangan Komunikasi lntensif. 

3. Ketentuan pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14A 

(1) Tunjangan Komunikasi lntensif sebagaimana dimaksud d 
Pasal 1 0A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota D 
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud d 
ayat (1) terdiri atas tiga kelompok, yaitu : 
a. Tinggi 
b. Sedang 
c. Rendah 

(3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tinggi sebagai 
dimaksud ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi lntensif 
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 
uang representasi Ketua DPRD. 

(4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tinggi sebag1a·ima.,. 
dimaksud ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi lnten · 
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 
kali uang representasi Ketua DPRD. 

(5) Dalam hal kemampuan keuangan daerah rendah sebag1a·imiii• 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Im-• 
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bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 
(satu) kali uang representasi Ketua DPRD. 

(6) Ketentuan lebih lanj!,.Jt meilgenai pengelompokan kemampuan 
keuailgan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

etentuan Pasal 14B dan Pasal 14C dihapus 

etentuan Pasal 14 D diubah menjadi pasal 14B sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 14B 

(1) Tunjangan Komunikasi lntensif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 A dibayarkail terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. 

etentuan Pasal 15 dii.Jbah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

enetapan ketentuail jumlah uang sebagaimana dimaksud pada 
pasal 11 , Pasal 11A, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 14A, dan 

asal 14B diatur dengan Peraturan Bupati. 

_ Ketentuan Pasal 15A diubah sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 15A 

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas 
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan 
pada APBD 

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas 
penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0A 
dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 
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8. Diantara pasal 26 dan pasal 27 disisipkan 5 (lima) pasal baru yakni 
Pasal 26A, Pasal 268, Pasal 26C, Pasal 26 D, dan Pasal 26E 
sehingga berbunyi sebagai ,berikut: 

Pasal 26A 

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
26, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A. 

Pasal26B 

(1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A 
disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua 
DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi selu 
Wakil Ketua DPRD. 

(2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah sedang, Belarj! 
Penunjang Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26A 
disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ke 
DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang represents 
seluruh Wakil Ketua DPRD. 

(3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penun· 
Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26A disediakan p 
banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 · 
(satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ke 
DPRD. 

Pasal 26C 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dim 
dalam Pasal 26A disediakan terhitung mulai diundangkannya Pera 
Daerah ini. 

Pasal 26D 

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagai 
dimaksud dalam Pasal 26A berdasarkan pertimbangan keb­
pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan e,fisi·en■ 

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimnra• 
DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi. 

- 206 -



Pasal 26E 

angguran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja 
unjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (3) 
dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3a) sehingga secara 
keseluruhan pasal 28 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal28 

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan anggota 
DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan 
PPh Pasal · 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja 
penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam 
Rencana Ke~a dan Anggaran satuan kerja perangkat daerah 
sekretariat DPRD. 

(2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, pasal 10A, pasal 20, pasal 22, dan pasal 23 
dianggarkan dalam Pas DPRD. 

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23, 
Pasal 24, Pasal 25, dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dianggarkan 
dalam pas Sekretariat DPRD yang diuaraikan ke dalam jenis 
belanja sebagai berikut: 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Modal 

(3a)Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26A dianggarkan dalam pas Sekretariat 
DPRD. 

(4) Sekretariat DPRD mengelola belarija DPRD sesuai dengan 
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku . 

. Diantara pasal 31 dan pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 
31A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 31A 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan 
Komunikasi lntensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima 
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Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali 
ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 
berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode tahu 
2004 sampai dengan tahun 2009. 

(2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana 
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka 
dengna cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjanga 
Komunikasi lntensif dan Dana Operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundanga;­
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daera 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal 1 Agustus 2007 

SEKRET ARIS DAE RAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

ttd 
Drs. M. SETYO ADJI 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 1 Agustus 2007 

BUPATI TEMANGGUNG 

ttd 
H. MUKHAMAD IRFAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAH 
NOMOR12 
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
NOMOR 12 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN 

PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUATEN TEMANGGUNG 

L PENJELASAN UMUM 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa 
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2006. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan 
kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung 
dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tersebut, maka selain 
penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, 
Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi 
lntensif setiap bulan. Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung disediakan Belanja 
Penunjang Operasional setiap bulan untuk menunjang kegiatan 
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan 
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sehari­
hari. 

Pemberian Tunjangan Komunikasi lntensif bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung 
serta disediakannya Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bu paten T emanggung dengar. 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temang 
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuang.r 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu 
Temanggung diperlukan karena adanya Peraturan Peme · 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Pera 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prot 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Angka 2 

Angka 3 

Angka 4 

Angka 5 

Angka 6 

Angka 7 

Angka 8 

Angka 9 

Angka 10 

Pasal II 

: yang dimaksud "disediakan'' adalah peny 
anggaran dalam pos Sekretariat DPRD yang h 
dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelan 
pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari 
tidak untuk keperluan pribadi. 

: Cukup Jelas 

: Cukup Jelas 

: Cukup Jelas 

: Cukup Jelas 

: Cukup Jelas 

: Cukup Jelas 

: Cukup Jelas 

: Cukup Jelas 

: Cukup Jelas 

: Cukup Jelas 
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